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ABSTRAK 

 

Studi ini menginvestigasi kasus tindak pidana yang terkait dengan kasus konkusi realis, yang 

melibatkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam analisis ini, fokus diberikan pada 

empat jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam konteks perselisihan, yaitu pemalsuan dokumen, 

pencemaran nama baik, pemerasan, dan penipuan. Penelitian ini menyoroti kompleksitas kasus-

kasus ini dan implikasi hukumnya. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menggali pola, motif, 

dan dampak dari tindak pidana terhadap penyelesaian perselisihan. Hasil studi ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan yang berguna dalam penegakan hukum dan penyelesaian konflik di masa 

mendatang. 

Kata Kunci : Pemalsuan Dokumen, Pencemaran Nama Baik, Pemerasan, Penipuan. 

 

ABSTRACT 

This study investigates criminal cases related to realist concussion cases, which involve disputes 

between the parties involved. In this analysis, focus is given to four types of criminal acts that often 

occur in the context of disputes, namely document falsification, defamation, extortion and fraud. 

This research highlights the complexity of these cases and their legal implications. Qualitative 

analysis methods are used to explore patterns, motives and impacts of criminal acts on dispute 

resolution. It is hoped that the results of this study will provide useful insights in law enforcement 

and conflict resolution in the future. 

Keywords: Document Forgery, Defamation, Blackmail, Fraud. 

PENDAHULUAN 

Kasus tindak pidana yang terkait dengan perselisihan atau konflik, seperti yang 

sering terjadi dalam kasus konkusi realis, merupakan fenomena kompleks yang melibatkan 

berbagai aspek hukum, keadilan, dan penegakan norma sosial. Dalam konteks ini, tindakan 

kriminal seperti pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, pemerasan, dan penipuan 

seringkali menjadi sorotan dalam upaya penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang 

terlibat. 

Pendahuluan ini membawa masuk ke dalam seluk-beluk tindakan pidana yang 

terjadi dalam konteks perselisihan, dengan fokus pada aspek pemalsuan dokumen, 

pencemaran nama baik, pemerasan, dan penipuan. Analisis mendalam terhadap kasus-kasus 

tersebut diharapkan dapat mengungkap pola-pola tindak pidana yang muncul, motivasi para 

pelaku, serta dampaknya terhadap penyelesaian konflik dan keadilan. 
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Pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, pemerasan, dan penipuan merupakan 

tindak pidana yang melanggar berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Indonesia. Berikut adalah beberapa pasal KUHP yang mungkin terkait dengan 

kasus-kasus tersebut: 

1. Pemalsuan Dokumen: Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan akta autentik, Pasal 264 

KUHP tentang pemalsuan akta otentik, dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat 

atau perangko palsu. 

2. Pencemaran Nama Baik: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. 

3. Pemerasan: Pasal 368 KUHP mengenai pengancaman dan Pasal 368 KUHP tentang 

pemerasan. 

4. Penipuan: Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penipuan 

dalam hal kredit, dan Pasal 378B KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana lebih 

dari 5 tahun. 

Melalui tinjauan yang mendalam terhadap kasus konkusi realis dan tindak pidana 

yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam 

pemahaman atas kompleksitas fenomena ini, serta memberikan panduan untuk penegakan 

hukum yang adil dan efektif dalam menangani kasus serupa di masa depan. Identifikasi 

Masalah pada pembahasan ini adalah : 

1. Kompleksitas Tindak Pidana dalam Konteks Konflik: Tindakan pidana yang terjadi 

dalam konteks perselisihan atau konflik, seperti pemalsuan dokumen, pencemaran nama 

baik, pemerasan, dan penipuan, menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum dan 

ketegangan antarpihak yang terlibat. 

2. Dampak Terhadap Keadilan dan Penyelesaian Konflik: Pemalsuan dokumen, 

pencemaran nama baik, pemerasan, dan penipuan dalam kasus konflik dapat 

menghambat upaya mencapai keadilan dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan 

serta dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. 

3. Tantangan Identifikasi dan Penegakan Hukum: Identifikasi dan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana ini dapat menjadi sulit karena kompleksitasnya dalam konteks 

konflik dan perselisihan, sehingga perlu adanya pendekatan khusus dan penanganan 

yang cermat. 

4. Perlunya Respons Hukum yang Tepat dan Komprehensif: Respons hukum terhadap 

tindak pidana dalam kasus konflik haruslah tepat dan komprehensif untuk menghindari 

ketimpangan keadilan, melindungi hak asasi individu, serta menjaga stabilitas sosial dan 

keamanan. 

Dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam tindak pidana terkait 

kasus konkusi realis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang tantangan, dampak, dan solusi yang diperlukan dalam menangani kasus-

kasus serupa di masa depan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode 

kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia 

secara mendalam, kompleks, dan kontekstual melalui interpretasi, deskripsi, dan analisis 

data yang bersifat deskriptif. Metode ini menekankan pemahaman mendalam terhadap nilai, 

keyakinan, motivasi, dan pengalaman individu dalam konteks sosialnya. 

Penggunaan metode kualitatif pada pembahasan kasus tindak pidana terkait konflik, 

seperti pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, pemerasan, dan penipuan, sangat 

penting karena Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif 

langsung dari pihak yang terlibat dalam konflik, sehingga dapat memahami motivasi, tujuan, 
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dan dampak dari tindakan pidana yang dilakukan. Dengan pendekatan kualitatif, dapat lebih 

mendalami konteks sosial, budaya, dan psikologis dari kasus tindak pidana yang terjadi 

dalam konflik, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam kasus tindak pidana terkait konflik, seperti pemalsuan dokumen, pencemaran 

nama baik, pemerasan, dan penipuan, hasil penelitian mengungkap pola tindakan kriminal 

yang kompleks, motivasi pelaku, dampak terhadap korban, serta dinamika konflik yang 

terjadi. Analisis mendalam terhadap kasus-kasus ini memperlihatkan beragam faktor yang 

memengaruhi kelangsungan konflik dan penyelesaian yang adil. 

1. Motivasi Pelaku Tindak Pidana: Dalam analisis pembahasan, terungkap bahwa motivasi 

pelaku tindak pidana terkait konflik bervariasi, seperti keuntungan finansial, balas 

dendam, atau kekuasaan. Pemahaman terhadap motivasi ini memberikan wawasan 

tentang alasan di balik tindakan kriminal yang dilakukan. 

2. Dampak Terhadap Korban dan Masyarakat: Pembahasan juga menyoroti dampak yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana seperti pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, 

pemerasan, dan penipuan terhadap korban dan masyarakat. Efek psikologis, finansial, 

dan sosial dari tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan dan kerukunan sosial. 

3. Penyelesaian Konflik dan Keadilan: Dalam konteks penyelesaian konflik, pembahasan 

menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, restoratif, dan memperhatikan 

keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Diperlukan upaya komprehensif untuk 

mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan korban. 

4. Rekomendasi dan Langkah Preventif: Melalui pembahasan ini, rekomendasi diberikan 

untuk memperkuat penegakan hukum, mendorong pendekatan preventif melalui 

pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana terkait konflik, 

serta memperkuat sistem perlindungan terhadap korban. 

Dengan menganalisis hasil dan pembahasan yang mendalam mengenai kasus tindak 

pidana terkait konflik, diharapkan upaya penegakan hukum dan penyelesaian konflik dapat 

menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan keadilan dan 

perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. 

 

KESIMPULAN 

Melalui analisis kasus tindak pidana terkait konflik, seperti pemalsuan dokumen, 

pencemaran nama baik, pemerasan, dan penipuan, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas, 

motivasi pelaku, dampak terhadap korban, serta upaya penyelesaian konflik dan penegakan 

hukum adalah aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan kasus-

kasus serupa di masa depan. 

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya: 

1. Pemahaman mendalam terhadap motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana terkait 

konflik. 

2. Perlunya upaya pencegahan, pendidikan, dan kesadaran masyarakat untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana serupa. 

3. Penegakan hukum yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menangani kasus-

kasus tindak pidana dalam konteks konflik. 

4. Peran sistem perlindungan kepada korban untuk memastikan pemulihan yang optimal. 

Dengan melakukan analisis menyeluruh dan mendalam terhadap kasus-kasus ini, 

diharapkan langkah-langkah preventif, tindakan penegakan hukum yang tepat, serta upaya 

penyelesaian konflik yang adil dapat diimplementasikan dengan baik guna menciptakan 

lingkungan yang lebih baik, aman, dan berkeadilan bagi seluruh elemen masyarakat. 
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DAFTAR PUSTAKA 

"Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Sosial: Tinjauan Hukum di 

Indonesia" - Universitas Indonesia 

Jurnal ini membahas tentang pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial. 

Dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan berisi tentang pencemaran nama baik 

secara lisan dan tertulis, penghinaan terhadap pejabat, fitnah, persangkaan palsu, dan 

pencemaran nama baik orang mati. Anda dapat mengakses jurnal ini melalui tautan 

berikut: PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA 

SOSIAL 

"Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" - Universitas 

Sebelas Maret 

Jurnal ini membahas penerapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pencemaran nama baik di 

Indonesia diatur di dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). 

"Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik" - Universitas Gadjah 

Mada 

Jurnal ini membahas penerapan hukum pidana dalam perkara pencemaran nama baik. 

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP serta Pasal 27(3) dan 45(1) UU 

11/2008. Mahkamah Agung biasanya menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa 

pencemaran nama baik. Hakim harus mempertimbangkan kemerdekaan pers dan 

berpendapat, hak konsumen dan pasien, serta hak untuk mendapatkan informasi 

sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan. Anda dapat mengakses jurnal ini melalui 

tautan berikut: PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA 

PENCEMARAN NAMA BAIK. 


